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KATA PENGANTAR

Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang
semakin matang mengakibatkan terjadinya perubahan paradigma
dalam sistem tata kelola. Dalam posisi ini, pemerintah telah
menggunakan seluruh alat yang dimilikinya untuk melakukan
reformasi dan adaptasi dalam pengelolaan sektor publik,
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan
publik. Dalam kerangka ini, pengelolaan sektor publik harus efektif
dan efisien dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan
kemanfaatan bagi masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi
perlunya pengelolaan publik yang dilakukan oleh lembaga publik
secara konsisten dan komprehensif.

Buku yang berjudul “Manajemen Administrasi Publik”
merupakan pilihan yang paling tepat dalam mendukung
peningkatan kapasitas aparatur di sektor manajemen publik. Selain
itu, buku ini juga diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi
pembaca dalam memperhatikan dan mengkritisi berbagai
fenomena yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Oleh
karena itu, buku ini fokus pada isu-isu administrasi pemerintahan
publik yang pada intinya berdampak pada pelayanan publik,
kinerja sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik,
akuntabilitas, perilaku birokrasi, dan kepemimpinan.

Selain itu, buku ini memaparkan gagasan dan konsep
birokrasi dan penataan kelembagaan dari berbagai sudut pandang.
Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan
dan referensi yang menyeluruh tentang manajemen pembangunan
publik. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa meskipun
proses penyusunan buku ini telah melalui serangkaian kontemplasi
dan pemikiran serta diperkuat dengan berbagai teori dan hasil
penelitian yang relevan, tidak menutup kemungkinan terdapat
kekurangan dan kelemahan, entah disebabkan oleh kurangnya
informasi dan referensi atau kelemahan penulis sebagai manusia.
Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis selalu
terbuka menerima berbagai masukan dan kritik yang membangun
dari berbagai pihak guna menyempurnakan buku ini.
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Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat khususnya untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Serang, 2 Januari 2024

Penulis
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BAB
KONSEP, ESENSI DAN

URGENSI PENGELOLAAN
PUBLIK

Pengelolaannya publik mendapat perhatian besar dari
berbagai organisasi, termasuk politisi, akademisi, birokrasi, dan
masyarakat umum. Meningkatnya kesadaran masyarakat, dipicu
oleh munculnya  berbagai kesulitan internal dalam
penyelenggaraan sektor publik yang dirasa kurang memadai dan
tidak memuaskan masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan
publik, kinerja birokrasi yang tidak efisien, tumbuhnya kasus
korupsi di berbagai tingkat birokrasi pemerintahan, dan lemahnya
akuntabilitas publik, semuanya mencerminkan betapa besarnya
permasalahan pengelolaan publik selama ini. Masih menjadi
permasalahan kritis yang belum dapat diperbaiki atau diselesaikan
secara optimal.

Beragam hambatan, bahkan godaan yang dapat membebani
para birokrat dalam mengelola kepentingan publik. Padahal, para
birokrat ini berperan sebagai aspek kunci dalam menangani
permasalahan publik. Oleh karena itu, pengelolaan masalah publik
menjadi landasan bagi pengelola negara dalam menjalankan
kewajibannya. Tampaknya, hambatan tersebut dapat dihindari
apabila aparatur dapat mengetahui dan memahami konsep
manajemen publik secara substantif dan komprehensif. Oleh karena
itu, untuk mencapai visi dan misi tersebut, aparatur pemerintah
tidak hanya harus menggugurkan kewajiban sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi (tupoksiwab), tetapi juga perlu memperhatikan
keluaran dari tugas yang menekan pada visi dan misi kelembagaan



BAB
LAYANAN PUBLIK

Globalisasi dan keterbukaan memberikan dampak yang
semakin kuat terhadap pelayanan publik sebagai jargon yang salah
dalam mendukung keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu,
pelayanan publik dipandang sebagai suatu hal yang penting dan
merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan
manajemen publik. Dengan kata lain, tingkat keberhasilan
pelaksanaan pengelolaan publik secara terstruktur yang dilakukan
suatu entitas publik akan mencerminkan satu-satunya dari
pelayanan publik. Wujud keberhasilan tersebut antara lain:
peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini,
penyelenggara pelayanan publik harus mampu menghadirkan
produk pelayanan yang tidak hanya mampu memuaskan
masyarakat, namun juga mampu memberikan pelayanan yang luar
biasa.

Apa sebenarnya inti dari konsep pelayanan publik? Lalu, apa
saja karakteristik, pola, dan standar pelayanan yang sebaiknya
diterapkan? Lalu, yakin apa saja yang menentukan tingkat kualitas
pelayanan publik? Lalu, apa urgensi pemerintah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik? Berikut ini akan kita
analisa beberapa aspek pelayanan publik, baik dalam kerangka
konsep maupun konstruksi.
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BAB
KINERJA SEKTOR

PUBLIK

Pada hakikatnya kinerja sektor publik merupakan hasil kerja
aparatur pemerintah, baik secara individu, kelompok, maupun
lembaga, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini, kinerja sektor publik menjadi semakin menarik
untuk dikaji, seiring dengan banyaknya fenomena yang terjadi yang
menunjukkan ketidaksesuaian antara kinerja yang ditunjukkan
oleh pejabat dan lembaga pemerintah dengan harapan masyarakat.

Munculnya beragam ketidaksenangan masyarakat terhadap
kinerja aparatur pemerintah, tentunya merupakan sinyal yang
menekankan perlunya memperhatikan masalah kinerja tersebut.
Inilah sebabnya kemudian muncullah masalah manajemen kinerja.
Hal ini memerlukan komitmen atau ketulusan dari banyak pihak,
khususnya pemerintah. Hal ini logis, karena kinerja di sektor publik
biasanya dikaitkan dengan permasalahan, kepentingan, dan
kebutuhan masyarakat secara luas.

A. Memahami Kinerja

Meningkatnya  kesadaran = masyarakat terhadap
penyelenggaraan  administrasi ~ publik = mengakibatkan
terbentuknya pergolakan yang didasari oleh ketidakpuasan
(Heinrich, 2012; Ljungholm, 2015; Marvel, 2015). Kesimpulannya,
penyelenggara negara menghadapi tuntutan yang lebih besar
atas layanan yang mereka berikan dibandingkan masyarakat.
Dengan kata lain, kinerja lembaga pemerintah, termasuk
aparatur pemerintah, kini mendapat perhatian lebih besar,
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BAB
GOOD

GOVERNANCE

Keinginan dan impian setiap orang adalah adanya sistem
pemerintahan yang baik (good governance). Namun harus diakui
bahwa menciptakan sistem tata kelola yang baik bukanlah tugas
yang mudah. Sudut pandang yang berkembang ini wajar karena
melahirkan struktur pemerintahan yang memerlukan Kebaikan.
Bekerja keras dan cerdas, dengan komitmen dan moralitas dari
seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan masyarakat.

Di sisi lain, kejelasan visi, misi, dan program yang dilakukan
pemerintah harus benar-benar selaras dengan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah dinilai baik,
padahal ia mampu menyampaikan visi, misi, dan program yang
benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu,
penting juga untuk mempertimbangkan apakah visi, misi, dan
program yang telah dibuat mampu diwujudkan dalam bentuk
kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tentu saja, pertanyaan ini menjadi sangat krusial. Seperti
yang sudah disebutkan Karena pemerintah jarang sekali membuat
banyak program yang terlihat bagus di atas kertas namun tidak bisa
diwujudkan dalam aktivitas nyata. Kesimpulannya, masyarakat
hanya mendapatkan betapa indahnya janji tersebut, dan tidak ada
seorang pun yang bisa “menikmati” janji yang sudah ditegaskan.
Lantas, apa sebenarnya yang mendorong pentingnya (urgensi)
penerapan good governance? Lantas, apa saja konsep dan prinsip
dasar yang menjadi landasan penerapan good governance? Sejauh
mana konsep good governance mampu memprediksi dan
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BAB
AKUNTABILITAS

PUBLIK

Pada hakikatnya, akuntabilitas publik merupakan gagasan
etis yang mendasar dalam administrasi publik dan pemerintahan.
Rancangan akuntabilitas publik ini selalu dikontraskan dengan
pengelolaan pemerintahan, baik pada lembaga eksekutif, legislatif,
maupun yudikatif. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat
penyelenggaraan pemerintahan memang banyak dimainkan oleh
lembaga pihak ketiga, sehingga tingkat keberhasilan
penyelenggaraan pemerintahan akan sangat rendah. Hal ini
tergantung pada ketiga lembaga tersebut yang mampu
menjalankan amanahnya sesuai tugasnya.

Dari sudut pandang administrasi publik dan kepemimpinan,
akuntabilitas publik adalah kesadaran dan tanggung jawab atas
setiap tindakan, produk, keputusan, dan kebijakan. Implementasi
dalam lingkup tanggung jawab atau posisi tertentu juga disertakan.
Dengan kata lain, akuntabilitas publik mencakup kebutuhan untuk
melaporkan, menjelaskan, dan menantang setiap tindakan dan
konsekuensi yang terjadi. Karena setiap mesin pemerintahan
menuntut dia mengetahui dan memahami setiap beban kerja yang
ditanggung, jawabnya. Kesalahan dalam mengartikan penugasan
dan ketenagakerjaan akan berdampak luas, dan tidak jarang
seorang birokrat menjadi tersangka. Oleh karena itu, tanggung
jawab publik harus ditangani secara benar dan profesional. Lantas,
apa sebenarnya pengertian dan konsep akuntabilitas? masyarakat
umum?
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BAB
KEPEMIMPINAN

Pada dasarnya, tantangan manajerial adalah sesuatu yang
selalu dihadapi oleh manajemen publik. Masalah ini menunjukkan
bahwa rilis faktor manajemen proses kepada publik tidak dapat
dilakukan. Sebagai salah satu elemen kunci yang mempengaruhi
dan mempengaruhi keberhasilan implementasi manajemen publik,
kepemimpinan tampaknya menjadi aspek yang menantang dalam
proses manajemen publik. Itu sebabnya ketika kita berbicara
manajemen publik, aspek kepemimpinan menjadi krusial.

Panduan Darurat Hal ini benar-benar dilatarbelakangi oleh
tanggung jawab pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja
positif yang mendukung pencapaian tujuan. Dengan kata lain,
sejauh mana kepemimpinan berperan dalam menciptakan budaya
organisasi yang memungkinkannya mencapai tujuan secara efektif
dan efisien. Lantas, apa sebenarnya pengertian dan inti
kepemimpinan? Lalu model apa saja yang bisa digunakan untuk
membantu implementasi manajemen secara publik? Selanjutnya,
parameter atau kriteria lain apa, seperti Yang Mana, yang menjadi
barometer untuk mengidentifikasi pemimpin yang sukses? Padahal,
topik utama pembahasan dalam bab ini adalah berbagai pertanyaan.

A. Hakikat dan Rancangan Kepemimpinan
Ketika mempertimbangkan kepemimpinan dari sudut
pandang linguistik, ungkapan itu sendiri berasal dari akar kata
pemimpin. Sekitar tahun 1300, kata “pemimpin” pertama kali

muncul, meskipun kata “kepemimpinan” pertama kali muncul
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BAB
REFORMASI BIROKRASI

DAN PENATAAN
KELEMBAGAAN

Sebelum dan menjelang peristiwa reformasi nasional tahun
2008, dua hal penting yang menarik perhatian masyarakat adalah
reformasi  birokrasi dan penataan kelembagaan dalam
pemerintahan. Isu penguatan yang kedua sebenarnya dipicu oleh
kisruhnya keadaan bangsa akibat semakin banyaknya krisis, baik
krisis sosial, politik, ekonomi, moral, dan budaya.

Ketidakmampuan pemerintah dan kelemahan birokrasi
dalam mengawasi urusan publik diyakini berkontribusi terhadap
permasalahan negara, yang tidak hanya merugikan masyarakat
tetapi juga fondasi kelembagaan pemerintah. Selain itu, persepsi
masyarakat terhadap kurangnya moralitas dan legitimasi beberapa
pejabat memperkuat gagasan bahwa diperlukan reformasi dan
penyesuaian yang serius, sistematis, dan berkelanjutan di sektor
manajemen. Permasalahan ini mengisyaratkan perlunya
penyesuaian dan modifikasi terhadap cara infrastruktur
pemerintah menjalankan tugasnya sebagai server publik.

Mengingat latar belakang ini, reformasi birokrasi dan tatanan
kelembagaan sektor publik menjadi suatu keharusan, atau Conditio
Sine Quanon, dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu,
pemerintah mengajukan gugatan. Mengapa struktur kelembagaan
internal dan perubahan birokrasi mendorong terselenggaranya
pemerintahan yang berwibawa, transparan, akuntabel, dan
responsif?

Dengan menerapkan reformasi substantif pada birokrasi dan
pengaturan kelembagaan, permasalahan lingkungan administrasi
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